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PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI 




M.Kevin Yosiva Arza, Padmono Wibowo 
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 
Abstrak 
Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar 
warga binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya menyadari diri dan tidak mengulangi 
kesalahannya serta dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif 
dalam pembangunan. hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
sistem pembinaan narapidana  bertujuan untuk  memberikan bekal keterampilan kemampuan  
agar jika kembali ke lingkungan masyarakat dan menjadi warga negara yang baik,peran petugas 
dalam pembinaan kemandirian terutama dibidang pelatihan keterampilan bakat narapidana 
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             Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan,  sistem 
pemasyarakatan adalah suatu tatanan 
mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila 
yang dilaksanakan secara terpadu 
antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan 
untuk mengembalikan warga binaan 
pemasyarakatan sebagai warga yang 
baik, juga bertujuan untuk melindungi 
masyarakat terhadap kemungkinan 
diulanginya tindak pidana oleh warga 
binaan pemasyarakatan, serta 
merupakan penerapan dan bagian yang 
tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. Oleh 
karena itu, dalam sistem 
pemasyarakatan ini tetap 
mengutamakan hak-hak narapidana 
sebagai warga Negara Indonesia yang 
hilang kemerdekannya karena 
melakukakan hukuman pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap 
menerapkan hak asasi manusia. Sering 
ditemukan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan, bahwa hak-hak 
narapidana belum diberikan seutuhnya 
sesuai dengan hak mereka sebagai 
warga Negara. Hal idi bisa disebabkan 
dari berbagai hal, seperti kurangnya 
pemahaman akan hak-hak narapidana 
yang tercantum dalam Undang-Undang 
oleh para petugas pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan 
dari narapidana sendiri.  
Kehidupan  narapidana  di  
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  
bentuk dari   konsekuensi   hukuman   
atas   perilaku   melanggar   hukum   yang   
pernah dilakukan. Berbagai 
permasalahan dialami narapidana 
dalam menjalani kehidupan di Lembaga      
Pemasyarakatan, diantaranya 
perubahan hidup, hilangnya kebebasan 
dan hak-hak yang semakin terbatas, 
hingga perolehan label panjahat yang 
melekat pada dirinya serta kehidupan 
di Lembaga Pemasyarakatan membuat 
mereka harus terpisah dari keluarga 
dan hidup bersama narapidana lain. 
Hak narapidana yang telah diatur dalam 
pasal 14 ayat (1) UU pemasyarakatan 
huruf G yaitu “mendapatkan upah atau 
premi atas pekerjaan yang dilakukan” 
(RI, 2009: 12). artinya narapidana yang 
berada di penjara jika mereka 
melakukan pekerjaan maka mereka 
mendapat upah sesuai ketentuan UU 
tersebut. Contohnya dalam pelatihan 
atau bimbingan mereka mendapatkan 
pesanan dalam membuat meja atau 
furniture maka mereka berhak 
mendapatkan upah dalam pekerjanya. 
Narapidana yang berada di lembaga 
pemasyarakatan, mereka tidak hanya 
duduk diam di dalam jeruji besi dan 
menunggu hukumannya berakhir. 
Narapidana justru diberikan 
bimbingan-bimbingan atau pembinaan 
agar mereka berperan aktif di dalam 
lembaga pemasyarakatan. Salah satu 
pembinaan yang dapat dilakukan 
narapidana adalah pembinaan 
kemandirian untuk mengisi kesibukan 
dan resosialisasi narapidana. 
Menurut Mitha Thoha 
pembinaan adalah suatu tindakan 
poses,hasil atau pernyataan yang lebih 
baik.Dalam hal ini menunjukkan adanya 
kemajuan peningkatan pertumbuhan 
evolusi atas berbagai kemungkinan 
berkembang atau peningkaatan atas 
sesuatu .Di disinilah pembinaan sangat 
diperlukan agar lembaga 
pemasyarakatan lebih memperhatikan 
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resosialisasi narapidana, adanya minat 
dan bakat dalam diri narapidana 
membuat mereka mudah untuk 
melaksanakan kegiatan. Disamping itu, 
pembinaan ini juga bertujuan melatih 
kemandirian narapidana agar setelah 
keluar dari lembaga permasyarakatan 
mereka dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan sendiri atau biasa yang 
disebut dengan berwirausaha. 
Kemandirian merupakan salah 
satu faktor psikologis yang penting bagi 
narapidana, hal ini menggambarkan 
bentuk sikap dimana narapidana 
mampu untuk memahami dirinya dan 
kemampuannya. Menemukan sendiri 
apa yang dilakukanya, menentukan 
dalam memilih kemungkinan-
kemungkinan dari hasil perbuatanya 
dan akan memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi oleh dirinya 
sendiri agar tidak tergantung pada 
orang lain. Kemandirian narapidana 
yang dimaksud disini adalah 
kemandirian dalam berwirausaha. 
pembinaan dan ketrampilan  atau 
pelatihan terhadap wbp berwirausaha 
adalah salah satu hal yang harus 
dimiliki oleh narapidana. setengah dari 
mereka yang keluar dari penjara dalam 
mencari pekerjaan sangat sulit 
didapatkan, karena status mereka 
mantan narapidana dan hilangnya 
kepercayaan masyarakat pada mereka, 
sehingga menyulitkan mereka dalam 
mencari pekerjaan”. 
Dalam rangka  mewujudkan  visi 
bangsa  Indonesia  dimasa  depan yaitu  
terwujudnya masyarakat Indonesia 
yang damai, demokratis berkeadilan, 
berdaya saing, maju, dan sejahtera 
maka dibutuhkan pelaksanaan  
pembangunan  di berbagai bidang.  
Pembangunan  yang biasa diartikan 
sebagai proses memajukan atau 
memperbaiki suatu keadaan melalui 
berbagai tahap secara   terencana   dan   
berkesinambungan   bukanlah   semata-
mata   merupakan   fenomena ekonomi, 
akan tetapi harus ditujukan lebih dari 
sekedar peningkatan kemakmuran 
masyarakat secara   material   dan   
finansial.   Pembangunan   harus   
dipandang   sebagai   proses   multi 
dimensional  yang melibatkan 
reorganisasi dan reorientasi sistem 
ekonomi dan sosial secara menyeluruh. 
Salah satu  aspek  yang perlu  
mendapat  perhatian  dalam  upaya  
mewujudkan  tujuan pembangunan  
nasional dan peningkatan integrasi 
sosial masyarakat  adalah 
penanggulangan masalah kejahatan dan 
pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan agar kelak setelah 
menjalani hukumannya dapat kembali 
ke tengah-tengah masyarakat dan 
menjadi warganegara yang baik dan 
berguna bagi pembangunan bangsa dan 
negara. Pengertian pembinaan menurut 
Suparlan (1990)  bahwa pembinaan 
adalah segala usaha dan kegiatan 
mengenai perencanaan, 
pengorganisasian,  pembiayaan,  
penyusunan  program,  koordinasi  
pelaksanaan  dan pengawasan sesuatu 
pekerjaan secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan dengan hasil 
semaksimal   mungkin.   Menurut   
Munandar   (1993)   bahwa   pembinaan   
pada   hakekatnya merupakan  upaya  
dalam  mengembangkan  dan    
meningkatkan  pengetahuan,  
keterampilan serta sikap yang 
ditujukan bagi terciptanya manusia 
yang terampil, cakap dan terpupuk 
sikap mental  yang  positif  dimana  
pengembangan  diselaraskan    dengan  
nilai  yang  dianut.  Dan menurut Thoha 
(1993) bahwa pembinaan merupakan 
suatu tindakan, proses, hasil, atau 
pernyataan menjadi lebih baik. 
Setelah narapidana bebas 
karena telah menjalani hukuman 
dengan suatu proses pembinaan maka 
sangat diharapkan bahwa  narapidana  
tersebut tidak akan kembali  lagi ke 
Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi 
nyatanya masih ada juga di antara 
mereka yang mengulangi  perbuatan  





yang  melanggar  hukum  serupa  yang 
disebut residivis.  Hal tersebut 
disebabkan   pembinaan   narapidana   di   
Indonesia   belum   dilakukan   lewat   
tahapan   self realisation  process,  yaitu  
suatu proses  yang memperhatikan  
dengan seksama  pengalaman- 
pengalaman,  nilai-nilai  pengharapan  
dan cita-cita  narapidana,  termasuk  di 
dalamnya  latar belakang budaya, 
kelembagaannya dan kondisi dari mana 
ia berasal. 
Selain  disebabkan  sistem  
pembinaan  yang  belum  dilakukan  
melalui  tahapan  self  realization  
process sebagaimana  diikemukakan  di 
atas, pembinaan  narapidana  
berdasarkan sistem  pemasyarakatan  
terhambat  masalah  buruknya  
fasailitas  Lembaga  Pemasyarakatan, 
tidak idealnya rasio antara petugas dan 
narapidana. Ketidak berhasilan 
penerapan kebijakan pembinaan  
narapidana  juga terkait  dengan 
perlakuan terhadap  narapidana  juga 
masih jauh dari idealisme awal sistem 
pemasyarakatan,   masih banyak 
perlakuan di zaman penjara ditemukan  
di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  
Padahal  tujuan dari pembinaan  itu  
sendiri adalah memelihara dan 
meningkatkan kecakapan dan 
kemampuan dalam menjalankan  tugas 
pekerjaan  lama maupun baru dari segi 
peralatan  maupun metode, dan tujuan 
menyalurkan keinginan mereka untuk 
maju dari segi kemampuan dan 
memberikan rasa kebanggaan kepada 
mereka Moenir (1991). 
Demikian  halnya  di  Lembaga  
Pemasyarakatan tidak  terlepas  dari 
berbagai  kendala  yang dihadapi  dalam  
melaksanakan  pembinaan  pada 
narapidana.  Sistem pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan nampaknya  
belum berjalan dengan maksimal. Hal 
ini dapat dilihat dari angka residivis di 
Indonesia cukup tinggi.   Tingginya   
angka   residivis   menujukkan   bahwa   
mantan narapidana  belum  terbantu  di 
dalam  membentuk  kemandirian  
selama  berada  di Lembaga 
Pemasyarakatan.  
       Fenomena  permasalahan  yang  
dihadapi  Lembaga  Pemasyarakatan 
yakni terjadinya   perkelahian antar 
narapidana, kaburnya narapidana, dan 
keengganan mantan napaidana untuk 
kembali ke tempat  tinggal  asalnya.  Hal  
ini menunjukkan  bahwa  narapidana  
belum  terbantu  di dalam membangun  
kembali  kepribadiannya  dalam  proses  
pembinaan  dan tentunya  
menimbulkan pertanyaan yang 
mendasar untuk menjadi bahan kajian 
yaitu apakah dalam pelaksanaan 
pembinaan  selama  ini  di  Lembaga  
Pemasyarakatan   sudah  berjalan  
sesuai dengan kehendak atau idealisme 
sistem pemasyarakatan  atau belum. 
Maka perlu dilakukan suatu kajian 
untuk mendeskripsikan   pelaksanaan 
sistem pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan dan 
menidentifikasi faktor-faktor yang 
menjadi penghambat dan pendukung 
dalam proses pelaksanaan pembinaan 
narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan tersebut dan 
diharapkan lahirlah rekomendasi 
arahan kebijakan dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan 
pembinaan narapidana 
         Dengan sistem yang telah berjalan 
seharusnya pemenuhan hak warga 
binaan pemasyarakatan melalui 
pelatihan bakat memang seharusnya 
dilakukan.Bahwa warga binaan 
pemasyarakatan berhak untuk 
mendapatkan pelatihan bakat sesuai 
kemampuan mereka .Mengingat  tujuan 
dari pemidanaan itu sendiri salah 
satunya adalah mengemblikan warga 
binaan pemasyarakatan kembali ke 
masyarakat serta berpartisipasi dalam 
kehidupan bermasyarakat.Dengan 
pernyataan ini maka warga binaan 
pemasyarakatan berhak mendapatkan 
pelatihan sesuai bakat mereka , agar 
mereka memiliki kemampuan (skil) 
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,dan ketika setelah melaksanakan masa 
pidana di Lembaga pemasyarakatan 
mereka mempuyai bekal untuk 
dijadikan pekerjaan jika telah bebas 
nanti. 
Tank dilinting (2008 : 61 ) pun 
mengatakan pembinaan akan menjadi 
suatu pemberdayaan dengan maksud  
1. menyadari yang memberi 
2. memekarkan potensi membangun 
ke kepercayaan diri 
3. menumbuhkan kritis konstruksi 
bertanggung jawab 
4. mendorong mereka berperan  
sosial aktif 
 
  Berdasarkan pendapat tersebut 
di atas dapat disimpulkan bahwa 
pembinaan dapat ditinjau dari 2 sudut 
pandang yaitu berasal dari sudut 
pembaharuan dan berasal dari sudut 
pengawasan Yang berasal dari sudut 
pembaharuan yaitu mengubah suatu 
menjadi baru dan memiliki nilai nilai 
lebih baik bagi kehidupan masa yang 
akan datang. pembinaan berasal dari 
sudut pengawasan yaitu tu usaha untuk 
membuat sesuatu sesuai dengan 
kebutuhan yang telah direncanakan. 
 
Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang 
diatas peneliti mengambil 
permasalahan  yang akan digunakan 
dalam pembahasan penelitian ini : 
1. Narpidana seharusnya mendapatk
an pelatihan kemandirian  
2. pelatihan bakat merupakan hak 
narapidana yang harus diprioritas
kan 




 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar 
belakang di atas, rumusan masalah 
dalam   penelitian ini  
adalah: 
1. Apa yang dimaksud dengan 
pembinaan ? 
2. Bagaimaana pemenuhan hak 
narapidana dengan 
mengadakan pelatihan bakat ? 
3. Apa yang menjadi hambatan 
bagi petugas pemasyarakatan 
dalam melaksanakan 
pemenuhan hak narapidana 
4. Bagaimana peran petugas lapas 
dalam proses pelaksanaan 
pemenuhan hak narapidana 
melalui pelatihan bakat.?  
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan utama yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana peran petugas 
pemasyarakatan dalam proses 
pemenuhan hak hak narapidana melalui 
pelatihan bakat agar memiliki keahlian 
sehingga memiliki bekal untuk kembali 
ke masyarakat dan memulai kehidupan 
baru sehingga menghilangkan stigma 
mantan narapidana ,dengan 
beradaptasi di lingkungan masyarakat. 
 
1. untuk Lembaga Pemasyarakatan 
  dalam rangka menjalankan tugas 
dan fungsinya dalam melaksanakan 
pembinaan Terhadap narapidana 
terutama di bidang pembinaan 
kemandirian melalui pelatihan bakat 
narapidana 
2. untuk narapidana  
agar para narapidana 
mengetahui haknya sebagai narapidana 
khususnya mengenai pembinaan  
keterampilan di lembaga 
pemasyarakatan 
3.  Untuk masyarakat 
 agar masyarakat mengetahui 
bahwa narapidana diberikan 
pembekalan keterampilan selama di 
lembaga pemasyarakatan sebagai salah 
satu hak yang dapat diberikan kepada 









4.  untuk penulis 
  agar penulis mendapatkan data 
yang akurat dalam penelitian mengenai 
pemenuhan hak warga binaan 
Pemasyarakatan melalui pelatihan 
keterampilan bakat narapidana di 
lembaga pemasyarakatan dalam 
pembinaan pendidikan pengajaran dan 
keterampilan .  
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah 
normatif,  suatu sistem ajaran tentang 
kenyataan yang biasanya mencakup 
disiplin analitis dan disiplin prespektif , 
dan disiplin hukum lazimnya termasuk 
ke dalam disiplin prespektif jika hukum 
dipandang hanya mencakup segi 
normatif saja.Namun demikian masih 
didalam tulisannya yang sama 
tersebut.Metode pendekatan yang 
digunaanadalah pendekatan kualitatif 
dengan mengumpulkan informasi dan 
merumuskan pertanyaan terkait 
,kemudian mengkaitkan dengan teori 
dan asas  - asas yang ada.Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui 
studi kepustakaan yaitu dengan 
mengkaji dan menganalisis bahan 
hukum secarakualitatif terkait dengan 
permasalahan yang ingin 
dibahas.Penelitiian kualitatif digunakan 
untuk menggali ide/tema yang muncul 
terkait dengan dampak alternatif 
terkait dengan pemenuhan hak warga 
binaan pemasyarakatan  melalui 
pelatihan narapidana berdasarkan 
bakat yang mereka punya.Dengan 
berdasarkan data yangdidapat 
dilakukan analisis kualitatif terhadap 
teori teori yang ada dan untuk 
selanjutnya dianalisisbagaimana 
pengimplementasian hal tersebut dan 
bagaimana  sistematis pelaksanaannya 
mengenai pelatihan keterampilan 
narapidana berdasarkan bakat 
 Menurut Soerjono Soekanto 
tetapi ingin membuktikan dan 
menegaskan bahwa disiplin hukum 
lazimnya juga dapat di artikan sebagai 
suatu sistem tentang hukum sebagai 
norma dan kenyataan perilaku atau 
sebagai suatu yang dicita -  citakan dan 
sebagai realitas/hukum yang hidup 
,bahkan disiplin hukum tersebut 




1. Pelaksanaan sistem pembinaan 
narapidana di lembaga 
pemasyarakatan 
 Di Indonesia perlakuan terhadap 
narapidana dalam sistem penjara 
dikenal semenjak jaman penjajahan 
Belanda.Pada saat itu perlakuan 
terhadap narapidan tidak bertujuan 
untuk memperbaiki jiwa sinarapidana 
melainkan merupakan pemba;asan atas 
kejahtan yang telah dilakkukannya 
,sehingga tidak ada perhatian yang 
bersifat kemanusiaan dan 
kesejahteraan para penghuni penjara. 
 Daalam sistem kepenjaraan 
pandangan terhadap narapidana tidak 
ubahnya seperti orang menebus 
dosa.Perlakuan yang diberikan kepada 
narapidana diluar batas kemanusiaan 
.Hal ini tercermin dari keadaan 
bangunan penjara,kondisi kamar (Sel) 
,tempat tempat khusus dari narapidana  
yang melanggar peraturan penjara. 
 Sebutan perubahan untuk  
rumah penjara menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan dan sistem 
kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan adalah ide dan 
gagasan dari DR.Sahardjo ,SH yang pada 
waktu itu menjabat sebgai Menteri 
Kehakiman Republik 
Indonesia.Pergantian sebutan tersebut 
berkaitan dengan gagasannya untuk 
menjadikan Lembaga Pemasyarakatan 
(LP) bukan saja sebagai tempat untuk 
memidana melainkan juga sebagai 
tempat untuk membina atau mendidik 
orang orang terpidana.Agar setelah  
selesai menjalani pidananya 
mempunyai kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan kehidupan di 
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luar Lembaga Pemasyarakatn sebgai 
warga negara yang baik dan taat pada 
hukum yang berlaku. 
 Pokok – pokok pikiran Sahardjo 
SH , tersebut kemudian dijadikan 
prinsip – prinsip pokok dari konsepsi 
pemasyarakatan, sehingga bukan lagi 
semata – mata sebagai tujuan dari 
pidana penjara , melainkan merupakan 
sistem pembinaan narapidana.Sistem 
pemasyarakatan merupakan sistem 
pembinaan narapidana yang dengan 
keputusan hakim menjalankan 
pidananya untuk ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan . Dalam 
Proses pembinaan narapidana 
dipandang sebgai makhluk Tuan, 
individu dan anggota masyarakat yang 
dikembangkan dalam suatu kehidupan 
kejiwaan baik jasmani maupun rohani, 
Lembaga Pemasyarakatan yang 
merupakan Unit Pelaksana Teknis dari 
Direktorat Jendral Pemasyarakatan 
dibawah Kementerian Hukum dan Ham 
yang termuat dalam keputusan 
presiden Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 1984 tentang SusunanOrganisasi 
Departemen yang ikut ambil bagian 
dalam melaksanakan pembangunan di 
bidang hukum dan pembangunan 
seluruh masyarakat indonesia yang 
merupakan perwujudan dari 
Pelaksanaan pembangunan nasional 
yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang – Undang Dasar 1945 .Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan himpunan 
norma dari segala tingkatan yang 
berkisar pada suatu kebutuhan pokok 
di dalam kehidupan masyarakat , dari 
pendapat tersebut menunjukan suatu 
pengertian bahwa Lembaga 
pemasyarakatan mengandung unsur  
• Kegiatan  kemasyarakatan yang 
terorganisir dalam suatu lembaga 
sebgai wadahnya  
• Dari kegiatan itu nantinya 
diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat sendiri dalam 
kehidupannya 
Dengan demikian sistem 
pemasyaraktan adalah proses 
pembinaan narapidana yang 
didasarkan atas Pancasila, dimana 
pembinaan tersebut diberikan tahap 
tahap bimbingan dan didikan yang 
disesuaikan dengan situasi kondisi 
terpidana .Proses ini berlangsung 
selama terpidana menjalani pidana 
hilang kemerdekaan bergeraknya yang 
dapat dilaksankan baik di dalam 
tembok maupun diluar tembok 
pemasyarakatan. Sebagai mana 
dirumuskan dalam 10 Prinsip dasar 
yang kemudian menjadi salah satu 
landasan dalam pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan di Indonesia 
 Karena itu suatu pembinaan 
merupakan cara dan usaha yang 
diupayakan untuk mengubah suatu pola 
ataupun .M.Djakaria mengatakan “ 
Pembinaan adalah segala usaha 
tindakan dan kegiatan berhubungan 
dengan perencanaan penyusunan 
pengerahan , pembinaan serta 
pengendalian segala sesuatu cara 
berhasil guna, pembinaan meliputi 
kegiatan melakukan atau 
menyelengggarakan peraturan 
sesuatu,supaya dapat dilakukan dan 
dapat dikerjakan dengan baik dan 
teratur rapid an seksama menurut 
program atau rencana pelaksanaan 
secara efisien dan efektif  
Jadi pembinaan adalah setiap 
usaha untuk mendidik dan 
membimbing dan mengarahkan 
sesuatu kegiatan dengan berbagai cara 
dan usaha melalui proses yang tertib 
dan  teratur rapi untuk mencapai tujuan 
secara maksimal , sebagai mana 
dinyatakan dalam Pasal 5 Undang – 
undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang 
Pemasyarakatan. 
           Pidana Penjara merupakan 
penghukuman warisan pemerintahan 
kolonial Belanda yang telah 
berlangsung lebih dari 200 tahun yang 
lalu.1 Pidana Penjara dikenal dengan 
sebutan pencabutan kemerdekaan atau 





pidana hilang kemerdekaan, dimana 
penjara masa lalu menjadi tempat 
terpidana dikurung yang kemudian 
dihukum sadis berupa penyiksaan, 
perampasan hak asasi manusia, 
dieksekusi gantung atau dibakar. Sistem 
penjara di Indonesia pada awalnya 
tidak jauh berbeda dengan negara-
negara lain, yaitu menekankan unsur 
balas dendam dengan mengurung 
terpidana di rumah penjara. Secara 
berangsur-angsur sistem penjara di 
Indonesia yang sebelumnya dikenal 
penuh penyiksaan dan deskrimnatif, 
berubah sejalan dengan perubahan 
konsepsi penghukuman menuju konsep 
rehabilitasi atau pembinaan agar 
narapidana menyadari kesalahannya 
dan tidak mengulangi perbuatannya.2 
Adalah Dr. Sahardjo pada waktu itu 
menjabat sebagai menteri kehakiman 
yang pertama kali menyebutkan konsep 
pemasyarakatan.3 Maka sejak bulan 
april 1964 sebutan rumah penjara 
secara resmi diganti menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) dengan 
mengedepankan hak asasi manusia dan 
pembinaan terhadap narapidana.4 
Menurut pasal 1 ayat (3) 
UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 
Lembaga Pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan 
Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan . Pembinaan 
Narapidana atau sistem 
pemasyarakatan adalah suatu tatanan 
mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarka pancasila 
untuk meningkatkan kualitas Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki 
diri, sehingga dapat diterima kembali 
oleh masyarakat, dan hidup wajar 
sebagai warga negara yang 
bertanggung jawab 
 
        2. Pemenuhan hak narapidana 
dengan pelatihan bakat 
        Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan unitpelaksana teknis 
pemasyarakatan dalam jajaran Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Azazi Manusia Republik Indonesia yang 
mempunyai tugas melaksanakan 
pemasyarakatan bagi tahanan yang 
sedang menjalani proses peradilan. 
Salah satu fungsi Lembaga 
Pemasyarakatan adalah melaksanakan 
pembinaan terhadap narapidana 
supaya setelah habis masa hukumannya 
para narapidana tersebut bisa bersikap 
dan bertingkah laku sesuai dengan 
normanorma yang berlaku dan juga 
tidak mengulangi tindakan-tingkan 
yang melanggar ketentuan yang berlaku 
sehingga mereka dapat diterima 
kembali oleh masyarakat. Untuk 
mengetahui pembinaan terhadap 
narapidana yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan 
sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 
pengayoman merupakan tempat untuk 
mencapai tujuan tersebut di atas 
melalui pendidikan, rehabilitasi, dan 
reintegrasi serta resosialisasi. Sejalan 
dengan peran Lembaga 
Pemasyarakatan tersebut, maka 
tepatlah apabila petugas 
pemasyarakatan yang melaksanakan 
tugas pembinaan dan pengamanan 
Narapidana dalam UU ini ditetapkan 
sebagai pejabat fungsional penegak 
hukum. Pemasyarakatan adalah 
kegiatan untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana berdasarkan 
sistem, kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dalam tata peradilan pidana. 
Lembaga pemasyarakatan yang 
berkembang sekarang ini menganut 
sistem pemasyarakatan yaitu suatu 
tatanan arah dan batas serta cara 
pembinaan terhadap narapidana 
berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara 
Pembina, yang dibina dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas 
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narapidana agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dan dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. 
Pola pembinaan yang diberikan 
kepada warga binaan pemasyarakatan 
di Lembaga Pemasyarakatan berupa 
pembinaan. kepribadian dan 
pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kepribadian meliputi: pembinaan 
kesadaran beragama (tersedianya 
sarana peribadahan), pembinaan 
kesadaran hukum, pembinaan 
intelektual (program bahasa Inggris), 
pembinaan kesehatan jasmani dan 
rohani (program senam pagi, 
pemberian sarana olahraga, 
penyuluhan HIV AIDS, dan pemberian 
makanana yang layak terhadap warga 
binaan). Pembinaan kemandirian yang 
meliputi pembinaan keterampilan kerja 
(pembinaan yang diprogramkan adalah 
pembuatan kipas tangan, mengamplas, 
memasang benang dan lem). Yang 
terakhir adalah pembinaan latihan 
kerja dan produksi, progam latihan 
kerja yang dilakukan adalah latihan 
menyablon kaos, seni melukis, 
melaundry pakian, menjahit, kerajinan 
perak, dan desain grafis. Pelaksanaan 
pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan diawasi oleh petugas 
dari staff pembimbingan yang dibantu 
oleh petugas pengamanan 
Pembinaan kemandirian 
diterapkan seperti pelatihan bakat 
narapidana  dengan tujuan agar supaya 
terpidana mempunyai keahlian atau 
kecakapan teknis yang berguna bagi 
dirinya dan dapat menjadi bekal setelah 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas Pembinaan kemandirian 
diarahkan pada pembinaan bakat dan 
keterampilan agar Warga Binaan 
Pemasyarakatan dapat kembali 
berperan sebagai anggota masyarakat 
yang bebas dan bertanggung jawab. 
Pelatihan bakat narapidana  ini meliputi 
pelatihan bercocok tanam, pembuatan 
mebel, souvenir dan pot bunga, 
pelatihan perbengkelan dan pelatihan 
salon 
Jika dilihat dari pelatihan 
bercocok tanam yang dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan dalam 
rangka pembinaan kemandirian 
narapidana, berdasarkan hasil 
penelitian lapangan dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan pelatihan bercocok 
tanam yang dilakukan sudah baik, 
karena semua narapidana sudah 
mengikuti program tersebut dan juga 
hal tersebut sudah sesuai dengan 
kondisi geografis Padang yang sangat 
cocok untuk pertanian dan bahkan 
Lembaga Pemasyarakatan  
Jika dilihat dari pelatihan 
membuat mebel, souvenir dan pot 
bunga tanam yang dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Padang dalam rangka pembinaan 
kemandirian narapidana, maka 
berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan dapat disimpulkan bahwa 
pelatihan pembuatan mebel, souvenir 
dan pot bunga yang diadakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan dalam 
rangka pembinaan kemandirian 
narapidana masih kurang baik. Karena 
hal tersebut belum berkelanjutan, 
disamping itu untuk pesertanya adalah 
para narapidana yang memiliki minat 
dan bakat tentang pembuatan mebel, 
souvenir dan pot bunga artinya 
pesertanya hanya sedikit karena tidak 
semua narapidana yang berminat dan 
berbakat untuk itu. 
Bentuk pembinaan yang 
dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan ada dua macam yaitu 
pembinaan kepribadian yang bertujuan 
untuk pembinaan mental dan watak 
agar bertanggung jawab kepada diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat 
sehingga ketika keluar dari Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas  dapat diterima 





kembali oleh masyarakat sebagai mana 
layaknya warga masyarakat yang 
normal. Dan juga pembinaan 
kemandirian yang bertujuan supaya 
terpidana mempunyai keahlian atau 
kecakapan teknis yang berguna bagi 
dirinya dan dapat menjadi bekal setelah 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan . 
Hamid Awaludin mengatakan 
bahwa pemasyarakatan adalah suatu 
proses pembinaan yang Hamid 
Awaludin mengatakan bahwa 
Pemasyarakatan adalah suatu proses 
pembinaan yang dilakukan oleh negara 
kepada para narapidana dan tahanan 
untuk menjadi manusia yang 
menyadari kesalahannya secara umum 
dapat dikatakan bahwa pembinaan dan 
bimbingan Pemasyarakatan haruslah 
ditingkatkan melalui pendekatan 
pembinaan mental dalam kurung 
agama Pancasila dan sebagainya 
meliputi pemulihan harga diri sebagai 
pribadi maupun sebagai warga negara 
yang meyakini dirinya masih memiliki 
potensi produktif bagi pembangunan 
bangsa dan negara  oleh karena itu 
Mereka dididik juga untuk menguasai 
keterampilan tertentu guna dapat hidup 
mandiri dan berguna bagi 
pembangunan ini berarti bahwa 
pembinaan dan bimbingan yang 
diberikan mencakup bidang mental dan 
pendidikan keterampilan berbekal 
mental dan keterampilan yang 
memiliki, Ki diharapkan mereka dapat 
berhasil mengintegrasikan dirinya di 
dalam masyarakat.  usaha yang karena 
berencana dan agar selama mereka 
dalam pembinaan dapat bertobat 
menyadari kesalahannya dan bertekad 
untuk menjadi manusia yang berguna 
bagi masyarakat negara dan bangsa 
  disadari bahwa untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
bimbingan melalui berbagai bentuk dan 
usaha tentunya dituntut kemampuan 
dan tanggung jawab yang lebih berat 
dari para pelaksananya termasuk 
perlunya dukungan berupa sarana dan 
fasilitas yang memadai pembinaan dan 
pembimbingan narapidana kepribadian 
dan kemandirian meliputi hal-hal yang 
berkaitan dengan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa kesadaran 
berbangsa dan bernegara intelektual 
sikap dan perilaku kesehatan jasmani 
dan rohani, kesadaran hukum 
reintegrasi dengan masyarakat,  
keterampilan kerja, latihan kerja, dan 
produksi Sesuai dengan pasal 3 
peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 
1999 .  
Tugas Lapas adalah sebagai 
tempat untuk narapidana untuk 
membina para pelaku tindak pidana 
yang dilakukan oleh narapidana. dalam 
pembinaan ini para narapidana 
diberikan hak dan kewajiban antara lain 
untuk memperoleh pendidikan dan 
latihan sesuai dengan minat dan bakat 
serta dengan kemampuannya. manfaat  
pembinaan bagi narapidana ini tentu 
untuk membuat para narapidana 
menjadi manusia lebih baik Agar dapat 
kembali ke masyarakat dan tidak 
dikucilkan dalam kehidupan 
bermasyarakat Sesuai dengan pasal 1 
butir 3 undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
selama berada di dalam lembaga 
pemasyarakatan mereka dibekali 
dengan berbagai macam pendidikan di 
latihan keterampilan.  
 
3. Hambatan dalam  pelaksanaan 
pelatihan bakat narapidana 
a. Internal 
Sebagai contoh Lembaga 
Pemasyarakatan di indonesia  terjadi 
overload yang hal ini dapat 
menimbulkan masalah. Pembinaan 
narapidana menjadi tidak maksimal, 
dikarenakan kontrol yang sulit serta 
dengan terbatasnya petugas Lembaga 
Pemasyarakatan. Jumlah penghuni 
Lembaga Pemasyrakatan yang sangat 
banyak dan memiliki sifat akan etnik 
yang dibawa juga menimbulkan 
permasalahan, dimana keberagaman 
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etnis ini berpengaruh besar dalam 
hubungan antar narapidana serta akan 
berdampak pula pada psikologis 
narapidana tersebut. Sehingga 
diperlukan kontrol agar tercipta 
keamanan dan ketertiban didalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Dari 
program-program yang dilaksanakan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan, juga 
masih ditemui berbagai kendala dan 
hambatan, seperti: kurangnya 
kelengkapan akan sarana dan 
prasarana, keberaneka ragaman 
program pembinaan yang masih 
kurang, anggaran Lembaga 
Pemasyrakatan, pemasaran produk 
hasil kerja narapidana, serta peran 
serta masyarakat yang masih sangat 
minimal. Kendala dan hambatan di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IA 
Lowokwaru Malang seharusnya tidak 
akan terjadi apabila fungsi dari petugas 
pemasyarakatan, narapidana dan 
masyarakat berjalan dengan baik. 
• . Faktor Biaya Operasional  
Biaya operasional merupakan 
faktor terpenting untuk 
terselenggaranya program pembinaan 
narapidana yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan. Tanpa 
adanya dukungan anggaran yang 
mencukupi maka program pembinaan 
narapidana akan sulit tercapai secara 
maksimal. Memang untuk biaya 
operasional sudah dianggarkan oleh 
pemerintah akan tetapi belum cukup 
memadai untuk melaksanakan 
pembinaan narapidana secara 
maksimal. 
•  Faktor Tenaga Teknis  
Petugas atau pegawai 
merupakan motor penggerak 
terlaksananya sistem pemasyarakatan 
khususnya penyelenggaraan 
pembinaan narapidana untuk itu sangat 
diperlukan adanya tenaga teknis yang 
kompeten. Untuk menyelenggarakan 
pembinaan kepada narapidana 
Lembaga Pemasyarakatan masih 
kekurangan tenaga teknis dibidang 




• Faktor Sarana dan Prasarana  
Disamping anggara dan tenaga 
teknis, untuk terlaksananya pembinaan 
dengan baik juga harus didukung oleh 
tersedianya sarana dan prasarana yang 
berkaitan dengan pembinaan tersebut. 
Di Lembaga Pemasyarakatan sarana 
dan prasarana pembinaan belum cukup 
memadai seperti belum adanya 
workshop untuk praktek dan 
sebagainya 
•  Faktor Narapidana  
Untuk terlaksananya pembinaan 
dengan maksimal tidak hanya dari 
faktor Lembaga Pemasyarakatan saja 
akan tetapi juga dilihat dari unsur 
narapidananya sendiri. Yang menjadi 
kendala dalam penyelenggaraan 
pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan yaitu kurangnya 
kerjasama dari narapidana untuk mau 
mengikuti dan memperlancar program 
pembinaan yang dilaksanakan 
terutama bagi narapidana yang baru 
memasuki Lembaga Pemasyarakata 
serta narapidana tidak serius mengikuti 
pembinaan terutama yang sifatnya 
belajar dan bekerja. 
 
 Kendala yang dihadapi oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas dalam 
melaksanakan pembinaan narapidana 
adalah kurangnya anggaran  
operasional, kurangnya tenaga teknis 
dibidang pembinaan narapidana, 
kurangnya fasilitas pendukung 
Pelaksanaan pembinaan serta 
kurangnya kerjasama para narapidana 
untuk ikut dalam program pembinaan 
serta narapidana yang program 
pembinaan tidak serius mengikutinya 
 
 4. Peran Petugas Terhadap 
Pelaksanaan pemenuhan han wbp 
dalam sistem pelatihan bakat 
narapidana 





 Pembinaan yang diterapkan di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan 
(pembinaan   internal)   mencakup   
pembinaan   kepribadian   (mental   dan   
spiritual)   serta pembinaan  
kemandirian.   Adapun  target  yang  
hendak  dicapai  melalui  pembinaan   
yang diterapkan disini adalah agar 
narapidana menyadari kesalahan yang 
telah dilakukannya (insaf) serta 
berhasil menata masa depan dan ketika 
selesai menjalani masa pidananya dapat 
berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan negara. Dua 
pola pembinaan tersebut merupakan 
realisasi dari pasal 14 dan15 Undang-
undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam upaya pelaksanaan 
pembinaan narapidana  di Lembaga 
Pemasyarakatan  dapat dilihat dari segi 
fasilitas dan kuantitas: etnis yang 
berbeda, kurangnya jumlah petugas 
keamanan, jumlah narapidana yang 
melebihi kapasitas sarana fisik 
bangunan Lembaga Pemasyarakatan,  
serta masih kurangnya minat  
narapidana.   Sedangkan  dilihat  dari  
segi  pelaksanaan  pembinaan  
hambatan  yang dihadapi yaitu, 
dibidang pembinaan intelektual, di 
bidang keterampilan, di bidang 
bimbingan kerja, dan pelaksanaan 
masih ada yang menyimpang dari 
prosedur  yang telah ditatapkan. 
          Selain pembinaan internal, ada 
juga pembinaan di luar lembaga 
permasyarakatan atau eksternal. 
Pembinaan di luar lembaga 
pemasyarakatan bertujuan agar 
narapidana lebih mendekatkan diri 
dengan masyarakat dan merupakan 
realisasi dari salah satu prinsip 
pemasyarakatan    yakni   selama   
kehilangan    kemerdekaan    bergerak,    
narapidana    harus dikenalkan   kepada   
masyarakat   dan   tidak   boleh   
diasingkan   dari   masyarakat.         
Bentuk pembinaan ini merupakan 
pendidikan sosial kemasyarakatan yang 
diadakan bagi narapidana. Pembinaan  
secara  eksternal  yang dilakukan  di 
lembaga  pemasyarakatan  disebut  
asimilasi, yaitu proses pembinaan. 
narapidana yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu dengan 
membaurkan mereka ke dalam 
kehidupan masyarakat. 
Program  pembinaan  
narapidana di Lembaga  
Pemasyarakatan  tidak sepenuhnya 
mengikuti aturan yang sesuai dengan 
apa yang termuat dalam Undang-
undang No 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan,  Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum 
Dan   Hak  Asasi  Manusia   maupun   
surat–surat   edaran. 
          Dalam   pelaksanaan   pembinaan 
narapidana di Lembaga 
Permasyarakatan ada beberapa faktor 
penghambat dan pendukung. Sistem 
koordinasi dan peran antara lembaga 
terkait dalampelaksanaan pembinaan 
narapidana berdasarkan hasil 
pengamatan dan wawancara dengan 
beberapa informan menunjukan  bahwa  
peran  Lapas  dalam  
mengkoordinasikan  program-program  
pembinaan dengan unsur-unsur 
pendukung sistem pemasyarakatan di 
luar Lapas belum optimal, hal ini 
terlihat  dari  beberapa  informan  yang  
menyatakan  bahwa  peran  Lapas  perlu  
ditingkatkan terutama dalam 
menjembatani kebutuhan-kebutuhan  
bagi Narapidana sehingga ada kegiatan 
yang   dapat   membawa   perubahan   
dan  perbaikan   terhadap   sikap,   





1. Pembinaan kepribadian  
a. Pendidikan Mental, yaitu 
pembinaan kesadaran berbangsa dan 
bernegara, pembinaan kemampuan 
intelektual, pembinaan kesadaran 
hukum serta berintegrasi dengan 
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masyarakat. b. Pembinaan Spiritual, 
mencakup pembinaan dan pembekalan 
pada agama Islam, Kristen Protestan 
Khatolik dan agama Hindu Budha. c. 
Pembinaan Jasmani, terdiri dari cabang 
olahraga Volley ball, sepak bola dan 
tenis meja. 2. Pembinaan kemandirian a. 
Pendidikan keterampilan, seperti 
narapidana yang mampu 
mengoperasikan komputer kemudian 
dimanfaatkan untuk bekerja membantu 
petugas. 
 b.  Bimbingan Kerja, yang terdiri dari 
bidang pembuatan keset, kerajinan 
kayu, pembuatan bola, kerajinan 
vornitur, serta pertanian dan 
perkebunan. Lembaga Pemasyarakatan 
dalam menjalankan kegiatan 
pembinaan narapidana memerlukan 
sarana dan prasarana yang dapat 
menunjang keberhasilan pembinaan. 
Dalam menjalankan program 
pembinaan narapidana, Lembaga 
Pemasyarakatan masih banyak 
menemui kendala dan hambatan yang 
dapat mempengaruhi akan kualitas 
pembinaan yang diberikan, oleh 
karenanya ini harus diperbaiki, seperti:  
1. Kondisi Internal 
a. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan
, seperti sarana dan prasarana 
yang kurang memadai dan 
kualitasnya yang tidak lagi baik, 
jumlah program pembinaan yang 
monoton dan kurang berinovasi, 
pemasaran akan hasil produksi 
narapidana yang dirasa masih 
sulit. 
b. Petugas Lembaga Pemasyarakata
n, seperti jumlah petugas 
Lembaga Pemasyarakatan yang 
tidak sebanding dengan 
banyaknya narapidana yang harus 
ditangani mengakibatkan kontrol 
yang diberikan menjadi kurang 
dan tidak maksimal. 
 c. Narapidana, seperti mental dari 
narapidana yang dapat dikatakan 
“sakit” yang mempengaruhi 
diterimanya pembinaan yang 
diberikan serta 
keberanekaragaman narapidana 
yang berkenaan dengan sifat yang 
dimiliki mempengaruhi hubungan 
antar narapidana.  
2. Kondisi eksternal, terkait dengan 
keikut sertaan masyarakat dalam 
program pembinaan didalam Lembaga 
Pemasyarakatan data dikatakan langka. 
Untuk mengatasi hambatan-hambatan 
didalam program pembinaan 
narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
memiliki cara yang ditempuh, seperti:  
1. Memberikan kesempatan kepada 
pihak diluar Lembaga 
Pemasyarakatan yang ingin 
bekerjasama dan membantu 
program pembinaan narapidana. 
 2. Melakukan pembinaan 
narapidana dengan menggunakan 
pendekatan personal, dimana 
narapidana akan me-rasa 
“dimanusiakan”. 3. 
Memperkerjakan narapidana 
dalam upaya untuk membantu 
petugas yang jumlahnya sangat 
terbatas. 
 4. Memberikan sanksi yang tegas 




1. Jumlah penghuni narapidana yang 
melebihi kapasitas/overload 
merupakan salah satu penghambat 
yang tidak mudah untuk diatasi. Hal 
ini sangat mungkin terjadi pada 
setiap Lembaga Pemasyarakatan, 
dan seharusnya sudah dapat 
diantisipasi dengan menambah 
bangunan Lembaga 
Pemasyarakatan.  
2. Inovasi akan bentuk pembinaan 
narapidana, dimana pembinaan yang 
dapat menarik dan membangkitkan 
semangat narapidana untuk 
mengikuti pembinaan dengan baik. 
Dengan pembinaan yang tidak kaku 
dan menonjolkan pembinaan 
berkelompok.  





3. Sarana pendukung proses belajar 
mengajar terlalu minimal, seperti 
alat peraga, buku pelajaran dan alat 
tulis. Hal ini dapat dipecahkan 
dengan menjalin kerjasama dengan 
lembaga sosial yang dirasa mampu 
membantu kebutuhan didalam 
Lembaga Pemasyarakatan 
khususnya dalam pemenuhan 
kebutuhan pendidikan. 
 4. Pada pembinaan keterampilan 
terdapat pula hambatan yang perlu 
untuk diperhatikan, seperti 
pemasaran hasil produksi 
narapidana, jika hasil produksi sulit 
untuk di pasarkan ini dapat 
menurunkan semangat dari 
narapidana untuk mengikuti 
pembinaan, oleh karenanya 
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